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Di Balt 20 Persen

Rekomendasi

BPKBelum

Ditindaklanjuti Pemda
Denpasar (Bali Post) -
- Pemerintah_daerah (pemda) di Bali baik provinsi maupun kabupaten/kota ternyata
belum -sepen-uhnya taat menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan nfX 6adan
Peqreriksa Keuangan) terhadap laporan keuangan pemeriniah daerah. Secara umum,
di Bali masih terdapat 20 persen rekomendasi BPK atas temuan hasil pemeriksaan
laporar! keuangan pemerintah daerah belum tuntas dititrdaklanjuti. Di-sisi lain, se-
lagian besar pemerintah kabupaten di Bali belum mampu mencapii opiniWajar Tanpa
Pengecualiau (WTP).

Demitian terungkap dalam
rapat koordinasi optimalisaei
penyelesaian tindak lanjut reko-
nendasi hasil pemeri.ksaan BPK
RI dftfutor BPK RI Perwakilan
Balildumat (2414) kemarin. Ac-
ara ini dihadiri Ketua BPK RI,
anggota III dan anggota \rI BPK
RI, Kepala BPK RI Perwakilan
Bali, Gubernur Bali, BupatV
Wali Kota se-Bali, Pimpinan
DPRD Bali, Pimpinan DPRD
Kabupaten/Kota se-Bali serta
instansi terkait.

Dalam sambutannya, Ketua
BPK RI, Harry Azhar Azis, men-
gungkapkan, dari 200 ribu lebih

rekomendasi atas temuan BPK
secarh naeional, yang -sudah
ditindaklanjuti baru rata-rata
54 persen. Sementara di BaIi,
total rekomendasi BPK yang su-
dah ditindaklanjqti peme ntah
provinsi maupun kabupaten/
kota mencapai rata-rata 80
persen. "Jadi, Bali di atae rata-
rata nasional dan Bali relatif
lebih bagus dari daerah.lain.
Bisa jadi orang Bali lebih jujur
dari daerah lain. Dan ini mesti
kita bangun secara nasional,"
kata Harry Azhar Azis.

Kendati jumlah rekomendasi
BPK yang ditidaklanjuti pemda

di Bali jauh di atas rata-rata
nasional, BPK mendorong agar
rekomendasi tersebut bisa tun-
tas ditindaklanjuti, jangan sam-
pai ada yang mandek. "Kami
dorong agar pemda proaktif
menindaklanjuti rekomendasi
atas temuan BPK salah satu-
nya rapat koorilinasi. Ini tugas
bersama, BPK dan pimpinan
daerah terma€uk DPRD-nya,"
tegasnya.

Auditor Utama Keuansan
Negara VT BPK RI, Sjaifrudin
Mosi, merianbahlan BPK selalu
memantau Linerja pemda dalam
pelaksanaan tindak lanjut reko-
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mendasi hasil pemeriksaan dan
mendorong agar hal tersebut
dilakukan dengan optimal.

Sementara itu, Gubernur
Bali Made Mangku Pastika da-
lar_n sambutannya mengatakan
rekomendasi BPK atas temuan
laporan pengelolaan keuangan
pemerintah daerah sangat ber-
manfaat pada perbaikan sistem
tata kelola keuangan dan aeet
daerah. Ia pun menegaskan
Pemda Bali berkomitmen me-
nyelesaikan tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK.

- 
N_amun, Pastika mengakui

ad-a beberapa rekmendasiyang
belum tuntas ditindaklanjuti.
Hal ini, &arena tindak lanjut
tersebut membutuhkan wak-
tu bertahap misalnya terkait
temuan dalam pengelolaan
aset dengan rekomendasi agar
pemda segera menyertifikatkan
aset-aset berupa tanah yang
belum bersertifikat ini. "Penv]

ertifikatan tanah tentu butuh
waktu," tegasnya. Pastika juga
mengakui ada proses tindablan-jut rekomendasi temuan BpK
yang mengalami kebuntuan.
Na'grun, Pastika tidak menye-
butkan secara detail bagaimana
kebuntuan yang dimaksud.
"Saya berharap dirumuskan
jalan _keluat, agar penyelesa-
ran rekomendasi (temuan BpK)
tidak berlarut-larut dan agai
bisa tuntas," katanva.

Pastika menambahkan. se-
suai hasil pemantauan tindak
lanjut per Desembar 2014, aku-
nulatif dari tahun 200b hingga
2014 pada Pemprov Bali tercaGt
total ada 427 temuan dengan
1.026 rekomendasi. Dari jumlah
itu, katanya, sudah mendapat
penanganan tindak lanjut dari
SKPD dan lembaga terkiit lain-
nya, walau ada rekomendasi
yang statusnya dalam proses
penyelesaian. (wid)
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Dug aan Korup si Paviilgisasi
di Denpasar Masuk P-19

Denpasar (BaliPost) -
Berkas perkara atas du-

gaan penyelewengan atau
dugaan korupsi proyek pav-

. ingisasi Jalan Gajah Mada,
Denpasar, sudah masuk ta-
hap P19. Sedangkan dalam
perkara ini. dua tersangka
sudah ditetapkan Polreita
Denpasar, yakni Adhi Wi-
dhiadnyana selaku Direk-
tur PT Alit Wirajaya dan
Ngurah Kosala Cakrawethi,
Direktur CV Unika Desain.
Berkas perkara ini tidak
dijadikan satu, melainkan
dilakukan secara terpisah.

Informasi dari pihak Ke-
jaksaan Negeri (Kejari)
Denpasar, untuk berkas ter-
sangka Adhi. sudah dikem-
balikan dan disertakan su-
rat P-19. Sedangkan untuk
tersangka Ngurah Kosala,
baru diterima dan segera
dikirim P-19 ke penyidik

Polresta Denpasar. Kasi Pid-
sus Kejari Denpasar Wayan
Sutarjana membenarkan
sudah adanya pengembalian
berkas untuk perka"a dug-
aan korupsi pavingisasi di
Denpasar tersebut. "Sudah
Jumat lalu." katanya kepa-
da wartawan, Jumat (2414)
kemarin.

Dia menambahkan,
berkas Adhi lebih dahulu
rnasuk tahap P-19. "Untuk
tersangka Kosala, meny-
usul," tegasnya.

Informasi lainnya yang
diterima Bali Posi, pitta[
jaksa banyak memberikan
petunjuk pada penyidik
kepolisian guna proses me-
nyempurnaan berkas. Yang
menonjol adalah agar peny-
idik menyertakan pendapat
dari Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah (LKPP). Pasal-

nya, pendapat lembaga
tersebut diperlukan untuk
menentukan alur dari ne-
megang kebijakan dalam
proyek tersebut. Hal itu
untuk memastikan keter-
libatan dari pihak Pemkot
.Denpasar, karena yang jadi
tersangka Saat ini hanya
dari rekanan. Sehingga
ada kemungkinan ada ter-
sangka lain, yang memi-
liki kebijakan menyangkut
proyek tersebut.

Selain saksi LKPP yang
belum disertakan dalam
berkas penyidik, saksi ahli
4ari Unud yang mengung-
kap tentang volume yang
berkurang, juga belum leng-
kap. Jaksa memberikan
petunjuk, harus dimintakan
juga kajian mengenai peny-
usutan volume yang terjadi
dalam pengerjiari purrittg
tersebut. (kmb37)
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" Format Baru Pelaporan B0S

Satu Sekolah Nyaris Telat
Denpasar (Bali Post) -

Format bam penyusunan laporan pensguDaan
dana Bantuan'Operabional Sekolah (BOS) ke
BPK.masih cukup membirrgungkan pihak seko-
Iah. Hal ini terbukti dari masih adanya sekolah
cli.Denpasar yang nyaris terlambat monyetor
Iaporan. 'Ada satu sekolah yakni SMA Harapan
Muli,a. ltu tita kejar kare4a kemarin (usa - red)
batas waktu penyetoran"Laporan. Tetapi tidak
masalah, karena akhirnya sudah disetor, dan
sudah semua SMA/SMK menyetorkan laporan
penggunaan dana BOS," ujar Kepala Bidang
PettaidUtt tvtunergah Disdilrpora Kota Denpasar
I Wayan Supartha, Jumat (2414) kemarin'

Sebelumnya, pada Rabu (2214)laJu, pihaknya
telah mengingatkan pihak sekolah agar segera

-menyetorkan laporan penggunaan dana BOS.
'Keti.L.a itu, ada lima sekolah lagi yang belumKetii<a itu, ada-lima sekolah lagi yang belum
menyelesaikan Laporannya. Pihaknya mengaku
memaklumi masih ada seiumlah sekolah yangmemaklumi masih ada sej yang
banr bisa menyelesaikan laporan menjelang ba-
tas waktu habis. Ini dil<arenakan adanya format
baru penl'usunan laporan. Ke depan' Supartha
berharap hal ini menjadi pembelajaran bagi
sekolah agar secara reguler.menyrsun laporan
tersebut.

Dikatakannya, laporan penggunaan dana
BOS tersebut nantinya akan diaudit oleh BPK.
Supartha pun kembhli mengingStkan aga-r
pih-ak sekolah menyusun laporan dgngan baik
dan benar, sehingga penggunaan dana sesuai
dengan yang.dilaporkan. Apalagi, sekolah laat
ini Eanyak mendapat kucuran dana baik dari
APBN maupunAPBD.

Di sisi lain, perencanaan anggaran juga harus
cermat asar dana vang ada bisa dimanfaatkan se-

cara mrk""imal dan blsa dlpertanggunglawabkan.
Kalaupun ada dana lebih, harus dikembalikan.
'Kadang-kadang ada dana BOS yangtidakhatlq
pakai. Itu agar segera dikembalikan. Kami tidak
Lisa mungkiri kalau sampai sekarang kadanq 

"41
sekolah yang bingung, bagaimana mengembali-
kannya," katanya.

Dana BOS diberikan bervariasi tiap sekolah,
tergantung jumlah siswa. Per siswa tingkat
SMA/SNfl( diberikan Rp 1,2 juta dalam setahun.
Pemanfaatan dana tersebut dibagi dal4m 16 item'
seperti peningkatan pengembangan kompetensi
guru dan pemeliharaan alat. (kmb25)
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Kasus Dermaga Gunaksa

Penyidik Tegaskan Mantan
Kadis PU Tak Terlibilt

. Semarapura (Bali Post) -
. Bgbglapa narna yang tercatut dalam kasus korupsi pengadaan lahan dermaga Gunaksa
llemtrali diungkit-ungkit karena tidak ikut terlerat se'bag?i tersangka. Salah satunya IdaBagusAdnyana' mantan Kadis Pekerjaan-Umum (pU X?n"patenT<tungt .,r,g. ir.rtr.vu,
13x?a be_rsangkutan sempat masuk di dala.m tim'9 p_ada t"tt"tr zoos. KA;k":;;" uugl"i
(f{ejari) Klungkung-pql lttgk?t suara menjabarkutr b"bu".pa nama yang masuk dalamtim, namun terbukti tidak terlibat.

Kasi Intel Kejari, Suhadi
rnengr.rngkapkan sejumlah nama
seperti. IB Adnyana, mantan
Kadis PU Klungkung terbr.rkti
tidak terlibat dalam kasus ko-
rupsi pengadaan lahan Dermaga
Gunaksa. Menurutnya, SK tim
mengurus persoalan pengadaan
lahan Dermaga Gunaksa terse-
but ditentukan secara eksovisio.
Artinya, siapa saja yang menja-
bat sebagai Kadis PU saat itu
namanya akan masuk dalam tirn
Sembilan.
''Termasuk IB Adnyana yang

saat itr"r menjacli Kadis PU pada
tahun 2008. Pihaknya menjelas-
kan, para tersangka yang saat ini
disidangkan adalah anggota ti{r
Sembilan yang terbukti terlibdt
pada saat terjadi pembayaran.
Ini terlihat dari penandatangan-
an saat pembayaran tersebut.
Sedangkan saat itu, tidak ada
tanda tangan dari IB Adnyana.

Selain IB Adnyana, hasil dari

pemeriksaan juga menyebutkan
selurr.rh anggota tim 11 tidak ter-
libat dalam kasus korupsi pen-
gadaan tanah ini. Menurutnya,
anggota tim 11 sama sekali tidak
mengetahui telah diberikan SK
sdbagai tim penilai harga lahan
Dermaga Gunaksa. Bahkan,
mereka tidak pernah melihat SK
penunjukan tersebut. "Mereka
tahunya ikut di dalam tim 11
setelah dipanggil kejaksaan,"
jelas Sr.rhadi.

Di sisi lain, hasil pemerik-
saan yang memperkuat tidak
terlibatnya tim lf ini dari
proses mUsyawarah kesepaka-
tan ganti rugi. Pasalnya, tanpa
mendapatkan nilai harga dari
trm 11, proses musyawarah
tentang besarnya ganti rugi
sudah dilakukan kegepakatan.
Kesepakatan yhng dirasa san-
gat gr asa- grusu ini .nelibatkan
mantan Bupati Klungkung I
Wayan Candra.

"Mestinya sesuai dengan
prosedur hams meminta dulu
hasil penilaian harga tanah dari
tim 11. Tapi kok tanpa mendap-
atkan nilai; ujug-ujug langsung
musyawarah menentukan be-
sarnya ganti rugi. Kesepakatan
itu pun dengan Pak Candra
sekalian," bebernya.

Mantan Kadis PU Klune-
kung lB Adnyana mengakrr sait
menjadi Kadis PU tahun 2008,
pihaknya sudah rnenganulir SK
tim Sembilan tersebut. Menu-
rutnya, SK yang dibuat itu
telah menyalahi hukurn karena
pengurusan tanah di aras saru
hektar bukan lagi wewenang
SKPD dalam hal ini Dinas PU
Klungkung. "Setelah menjadi
Kadis PU tahun 2008 saya su-
dah menanyakan kepada 

-Sekda

Ketut Janapria karena SK ini
cacat hukum. LaIu SK itu dibawa
ke Bupati Klungkung saat itu I

'Wayan Candra. (dwa)
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KasusPDAMKarangasem,
Kejati Temukan PMH
Denpasar (Bali Post)

S"t"tuh melakukan pemeriksaan saksi-saksi serta men-
gumpulkan data termaiuk turun langsung ke Karangas-em'

i""uiaiX Keiaksaan Tinegi (Kejati) Bali telah menemukan
iau"vu Perbuatan Meli*an Hukum (PMH) dalam kasus
FOgffu X""u"gasem.'Ya, setelah memeriksa saksi dan setelah

a;rut"t"" korifi.rmasi, memang sudah ditemukan PMH"'tan-
da"'Ka.ip"ok rm Humas KejatiBali Ashari Kurniawan, Jumat
(2414) kemann.'- jiiu sudah ditemukan PMH, siapa tersangkanya? Ashari
orutrEutut utt bahwa tim penndik.masih terus mengumpulkan
U"ttl-U"tti tambahan. Di samping itu, pihak penvidik juga

sedang menunggu audit BPKP untuk memastikan kerugian
;Aari datam p"e"rkara ini. Di samping melunggu Suai! n!$f,
p"inatf saat irri sedang mencari-pembanding speks. pipa' 'Ya'

ia"ot ada speks pembinding sebagai dasar audit'''sebutnya
saat clitanya perkembangan penyelidikan \q,sus PDAM yang

saksi-saksinya diFeriksa di lantai dua Kejati-Bali'
Informasil,ain menyebutkan, untuk persoalan PDAM Karan-

easem vang besar bukan pada persoalan pipa atau terkait
i"neadaaui air. Nainun, yingjustru lebih besar adalah pen-

eadian tanahnya. "PDAM soal amprahan bary ini, sebenar-nya

[^.*.ty" t 
".it. 

-Xatau 
bisa dapatkan data, soal pengadaan lahan

nanti ying besar," sebut salah seo-rang sumber dilejaksaan' 
.

' Se6eluirnya diberitakan, sejumlah petugastejaksaan sepertr

Raka Arimbawa, fuus, dan penyidik lainnya kerap melakukan
*-""it.u^n saks] atas dugaan penyelewengan di PDAM
i{^rurrn"tu-. Pemeriksaan tidak dilakukan di Pidsus. namun
di ruangan jaksa fungsional' (knb37)
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Ketua BPK-RI Apresiasi Respons

Cepat Pemkab Tabanan
MESKI sempat terpuruk dalam hal pengelo-

laan keuangan daerah hingga diganjar disclolarer
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) pada 2013 lalu, Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Tabanan tidak lantas diam
begitu saja. Respons cepat langsung diambil
Pemkab Tabanan dengan melakukan serang-
kaian perbaikan sesuai dengan rekomendasi
yeng diberikan BPK pada masa itu. Hasilnya,
pada 2014 lalu Tabanan mampu mendongkrak
predikat discloiarer rnenjadi Wajar Dengan
Pengecualian (WDP).

Respons cepat Pemkab Tabanan tersebut
mendapat apresiasi positif dari Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK). Bahkan, apresiasi itu
diungkapkan langsung Ketua BPK RI Dr. H
Harry Azhar dzis, M.A., Jumat (2414) kemarin.
Harry Azhar hadir langsung dalam acara Sosial-
isasi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
di kantor Pemkab Tabanan. Dalam kesempatan
itu, Harry Azhar didampingi anggota BPK RI VI
yang mewilayahi Indonesia Timur Prol Dr. Bar-

ullahAkbar, MBA., CMPM. serta Ketua BPK-RI
Perwakilan Bali Arman Syifa. Sedangkan dari
Pemkab Tabanan hadir langsung Bupati Ni Putu
Eka Wiryastuti, Wakil Bupati I Komang Gede
Sanjaya, Sekda Kabupaten Tabanan I Nyoman
Wirna Ariwangsa, dan Forum Koordinasi Pimpi-
nan Daerah. Serta seluruh pimpinan satuan
kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan
Pemkab Tabanan.

Menurut Harry Azis, respons PemkabTabanan
terhadap rekomendasi Laporan Hasil Pemerik-
saan (LHP) dalam beberapa tahun terakhir ter-
bilang menarik. Karena respons yang diberikan
terhadap rekomendasi BPK sangat cepat. Bah-
kan, dia mengungkapkan, tingkat responsnya
mencapai 92 persen dari sekitar 700 lebih total
item yang direkomendasikan untuk dibenahi.
"Dari permintaan kita untuk menindaklanjuti
rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP),
Tabanan tegolong cepat. ujarnya.
Hal. 27
Temuan BPK

B-PK - 4upati Tabanan Ni Putu Eha Wiryaetuti saet menerima
Ketuo BPK RI Dr. H Horry Azhar Azi& M.A. dan Ketua BpK-RI
Perwahilan Bali Arman Syifa.
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gakui ada beberapa persoalan
yang selalu masuk sebagai
temuan BPK setiap tahunnya.
Seperti persoalan aset dan
piutang Pajak Bumi dan Ban-
gunan (PBB) yang kewenan-
gan pemungutannya telah
dilimpahkan dari pemerintah
pusat kepada pemerintah
daerah.

Menurutnya, khusus un-
tuk aset, persoalan itu bisa
disebabkan oleh beberapa
faktor yang saling berkaitan.
Di antaranya perpindahan
aset dan pengelolaan dari
sumber daya manusia (SDM)
pemerintah daerah itu sendiri
yang kurang teliti. Sehingga
ini patut mendapatkan per-
hatian lebih.

"Karena itu kita minta ke
pemerintah daerah untuk
proaktif berkonsultasi kepada
Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP).
Apalagi sudah ada instruksi
dari Presiden Joko Widodo
kepada BPKP untuk terus
membina pemerintah daerah
yang masih bermasalah,"

Temuan BPK
bebernya.

Sementara untuk perso-
alan piutang PBB, Harry Azis
mengaku sempat menyam-
paikan persqalan ini kepada
Presiden secara langsung.
Karena. menurutnya. perso-
alan piutane PBB ini tidak
sepenuhnya berada di daerah. .

Mengingat kewenangan un-
tuk memungut sebelumnya
dipegang oleh Direktorat
Pajak. Karena itu sampai
sejauh ini, koordinasi den-
gan Menteri Keuangan dan
Menteri Dalam Neeeri masih
dilakukan. Apak-ah tetap
memasukkan piutang PBB
ke dalam pemeriksaan atau
dikeluarkan.

"Jadi apakah nantinya
perlu Peraturan Menterr
Keuangan yang baru. Tetapi
tetap kalaupun ada aturan
baru bukan berarti masalah-
nya selesai begitu saja. Tetap
masuk dalam pemeriksaan
namun diselesaikan dengan
cara tersendiri. Apakah (piu-
tang) itu tidak masuk neraca
keuangan daerah atau yang
lainnya," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Eka
Wiryastuti menyatakan san-

gat berterima kasih terhadap
kedatangan Ketua BPK RI
beserta jajarannya ke Kabu-
paten Tabanan. Mengingat
selama ini, Tabanan sama
sekali tidak pernah dikun-
jungr langsung oleh pimpinan
BPK. "Sepanjang sejarah ini
yang pertama kalinya. Tentu
saya sangat berterima kasih
sekali," ujarnya.

Menurutnya, sosialisasi
dari BPK tersebut merupa-
kan hal penting. Karena ini
bisa menjadi motivasi untuk
membenahi sistem pengelo-
laan keuangan daeiah igar
lebih efektif dan efisien se-
suai dengan aturan-aturan
yang berlaku. Karena itu,
dia berharap momen terse--but dimanfaitkan dengan
baik oleh jajarannya agar
ke depan mampu mencip-
takan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah yang
lebih baik. "Apalagi afuran-
aturan dari pusat banyak
yang sering berubah. Seh-
ingga kita di daerah harus
bisa menyesuaikan dan
mengubah sistem kerja
SDM kita," tandas Bupati
Eka. (ad2127)
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{etua DPRD Bali Bertanya ke Presiden

Jangan Ditunggangi

Kepentingan Investor
PANSUS Ranperda Rancangan In-

duk Pariwsata Daerah (Riparda) Bali
telah berkonsultasi ke Ke rn e nteria n
Pariwisata di Jakarta. Konsultasi rni
terkait adanya kontradiksi antara
Ranperda Riparda dengan Peraturan
Presiden (Perpres) 51/2014 tentang
pemanfaatan Teluk Benoa. Walaupun
pihak Kemenpar juga mengakui adanya
kontradiksi, namun disarankan Pansus

untuk bertanya ke Presiden Jokowi.
Atas petunjuk itu, telah disepakati
Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiry-
atama yang akan bertanya secara resmr
ke Presiden Joko Widodo.

Atas ditunjuknya Adi Wiryatama un-
tuk bertanya kepada Presiden, Bendesa
Adat Kelan I Made Sugita, Jumat (2414)
kemarin, mengingatkan agar Ketua DPRD
Bali itu membela kepentingan BaIi. Jangan

sampai mereka membawa &epentingan in-
vestpr untuk memuluskan rencana revital-
isasi berbasis reklamasi di Telu.k Benoa.

"Saya sangat berharap agar konsultasi
itu tidak melenceng dan hanya memulus-
kan jalan investor untuk mereklamasi Te-
luk Benoa. Jangan lirik kiri-kanan, harus
tetap pada rel aspirasi yang disuarakan
masyarakat selama ini. Sebagai orang
Bali kita harus bicara tujuan hidup dan

filosofi Tri Hita Karana. Pemerintahan
Bali harus cermat, cerdas melihat Bali
ke depan," ujar Sugita.

Salah satu hal yang harus men-
jadi bahan konsultasi adalah apa benar
masyarakat BaIi menginginkan reklamasi
Teluk Benoa dan siapa yang memohon
dilakukannya reklamasi.
Hal. 27
Tidak Merusak
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Dalam peraturan perun-

dang-undangan, revitalisasi
memang dimungkinkan.
Tetapi konsep revitalisasi

- justru untuk menguatkan
objek dan tidak merusak ta-
tanan yang sudah ada. Jadi,
revirialisasi Teluk Benoa
buka,n dengan jalan rekla-
mar;i.. "Kalau bakau mati,
waj;lr ditanami. Terjadi pen-
dangl;alan. wajar dikeruk.
Tetrlpi kalau direklamasi,
ya... hilanglah teluknya jadi
dariltan. Kan justru tidak
nyambung dengan konsep
revi talisasi," kata Sugita
yang juga anggota DPRD
Badung ini.

Sugita juga kembali me-
minta Presiden segera men-
cabut Perpres 51/2014 lan-
taran tidak sejalan dengan
aturan di atasnya. Roh pem-
bangunan kepariwisataan
Bah harus kembali pada
adal; dan budaya. Pihaknya
mengaku tidak alergi dengan
investor luar. Akan tetapi
yang menjadi pertanyaan
besarnya adalah, apalah
investor itu membangun Bali
ataukah hanyh memban-
gun di Bali. Sekarang Bali
meurbutuhkan investor yang
malnpu membangun Bali
dan tidak semata mdmban-
gun di Bali yang notabene
hanlra merusak alam Bali.

S,ebelumnya (BP, 241 4),

Tidak Merusak
Panitia Khusus Riparda
20r4-2029 DPRD Bali
berkonsultasi dengan Ke-
mentrian Pariwisata di Ja-
karta, Kamis (23l4). Sek-
retaris Pansus Ripparda
4.A. Neurab Aqltr-l fudhana,
S.'l'. mengungkapkan hasil
konsultasi dengan Sekre-
taris Ditjen Destinasi Lokot
Ahmad Enda. Lokot mer.u-
pakgn salah satu perancang
Undang-undang No.10 Ta-
hun 2009 tentang Kepari-
wisataan dan PP No.b0 Ta-
hun 2011 tentang Riparnas.

Kata Adhi. pihak Kemen-
par telah memberikan masu-
kan terkait Perpres No.b1
Tahun 2014 yang selama ini
disebut kontradiktif densan
Riparda Provinsi Bali. "E-iro
Hukum Kemenpar berpenda-
pat, Perpres No. 51 Tahun
2014 apabila merunut dari
Perda RTRW Bali yang ber-
dasar pada RTRW Nasional.
kawasan Tanjung Benoa
masuk kawasan pariwisata.
Maka yang berlaku adalah
Undang-undang No. 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan
dan PP No.50 Tahun 2011
tentang Ripparnas, sehing-
ga aturan yang tak sejalan
dengan itu dapat dikatakan
gugur dengan sendirinya,"
papar Adhi.

Apakah itu artinya Per-
pres 51/2014 secara otomasi
gugur? "Namanya konsultasi
tidak bisa memutuskan. dan

pemahaman biro hukum se-
lama bertentangan dengan
hukum di atasnya maka oto-
matis gugur. Tanjung Benoa
sebagai kawasan pariwisata
yang di dalam kawasan rerse-

".but ad4 jaSaa.tariti&isata da:
lam sudut pandang geografis,
termasuk teluk harus berpa-
tokan kepada UU Pariwisata
dan PP 50. Apabila ada yang
bertentangan maka otomatii
gugur.

Politisi PDI-p ini menam-
bahkan, Kemenpar juga me-
nyarankan untuk meminta
penegasan dari Presiden
sebagai bagian dari hak
prerogatif. Pasalnya. Per-
pres 51/2014 diakui memans
menunjukkan kontrad ikti?
pada saat membahas makna
revitalisasi. Untuk itu. Ket-
ua DPRD Bali Nyoman Adi
Wiryatama yang juga ikut
berkonsultasi akan bertanva
secara resmi ke Presiden
Joko Widodo. "Revitalisasi
yang dimaksud dalam PP b0
dalam bayangan penyusun
adalah sebagai contoh untuk
kawasan seperti Toraja dan
Danau Toba yang menga-
lami degradasi kunjungan.
Sementara Bali dan khuius-
nya Tanjung Benoa dalam
laporan LKPJ Gubernur
menunjukkan peningka-
tan kedatangan tamu baik
asing maupun domestik,"
ujar Adhi menambahkan.
(kmb25)
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Lebih Ketat, Sekolah Bingung
KEBIIAKAN pemerintah pusat mengenai pengaturan

format baru penyusunan laporan ke BPK terkait penggu-
naan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), cukup
membingungkan beberapa sekolah. Pasalnya ke depan
formatbaru penyusunan laporan BOS akan lebih diperketat
lagi, karena adanya beberapa masalah dan penyelewengan
dana BOS selama ini di beberapa tempat.

Denpasar misalnya, nyaris terlambat lnenyetor laporan
BOS ke pusat, lantaran aturan baru tersebut baru saja
diterapkan pemerintah pusat. 'Ada satu sekolah yang
belum menyetor laporan BOS hingga batas waktu yang
ditentukani' ujar Kepala Bidang Pendidikan Menengah
Disdikpo,ra Kota Denpasar I Wayan Suparrha, dihubungi
Iumat kemarin (2a I a). (hen/han)
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Warung Global

Simantri Bermasalah,

Bantuan Mestinya Ditunda
GUBERNUR Bali Made

Mangku Pastika batal
menunda sementara ban-

tuan Sistem Pertanian
Terintegrasi (Sirnantri) ta-
hun 2015. Mantan Kapolda

Bali ini malah menarik
ucapannya kembali. 50

kelompok Sirnantri tahun
ini akhirnya mendapat
bantuan masing-masing
Rp?2ljuta. Menyikapi
hal ini, kawan Global

pada acara Warung Global
Int eraktif yang disiarkan

Radio Global FM ber-
harap bantuan hanya

disalurkan pada kelompok
yang layak dan berkem-
bang. Sedangkan kelom-

pok yang bermasalah,
bantuannya harus ditun-
da. Pada acara yangjuga
dipancarluaskan Radio
Singoraja FIII, Swaro

Negara dan Radio SWiB
Amlapura ini, kawan

Globol mendesak aparat
hukum agar oknumyang
menyalahgunakan ban-

tuan ditindak.

Gung Derah di Denpasar
mengatakan program Sim-
antri ini bagus. Ia juga sepa-
kat dengan tujuan ini untuk
memberdayakan pertanian.

siapa fang menjamin hal ini?
Jangan yang dapat sumbangan
saja. tampil di TV sehingga
dikatakan berhasil untuk seka-
dar popularitas.

Proglam di atas meja tidak
ada yang mengalahkan setelah
turun ke bawah. Di situ baru
menemui banyak kendala apal-
agi sekarang. sudah zamannya
korupsi karena pembelajaran
aefr:leg lghingga sedikit

Gubernur berikutnya bisa
melanjutkan program ini,
meskipun beberapa program
gubernur tak disukainya. Perlu
dilakukan pendampingan dan
evaluasi rutin terhadap pro-
gram Simantri.

Kemarin sempat menya-
takan menunda, ,Werdha di
Gianyar kembali berpenda-
pat, memang program ini ba-
gus tujuannya agar Simantri
ini tepat guna dan berhasil
guna. Kemarin sempat ada
kasus penggelapan Simantri,
ia hanya ingin pelakunya di.
usut tuntas. Menurutnya Si-
mantri bukanlah satu-satunva
mempertahankan pertaniin
tapi hanya salah satunya,
sebaiknya dibenahi jika ada
kesalahan.

Fokus pada bantuan Si-
mantri, Tut Dawi di Badung
apakah bantuannya ini nanti-
nya dikembalikan lagi ke pe-
merintah atau bantuan bergu-
lir. Mengelola uang tunai itu
sangat susah. Ia menyarankan
sebaiknya pemerintah hanya
memberikan bantuan awal,
jika dalam perkembangannya
tidak berjalan baik kelompok
itu sebaiknya tak diberikan
bantuan lagi.

Fera di Tabanan tetap
memberi-kan usulan agar pen-

saja ada celah, jangan harap
program dapat berjalan sesuai
dengan harapan. Lanjutkan
saja nanti habis masa jabatan,
agar BPKyang menilai apakah
ini menjadi temuan, Demikian
pendapat Made Jujur di Den-
pasar. (sikha)

r/

gawasan dengan sungguh-
sungguh. kemudian lihat juga
si penerima bantuan benar
membutuhkan atau tidak.
Pokoknya hati-hati memberi-
kan bantuan. Sementara Avu
di Petang juga mau mendapat
bantuan itu, karena sangat
baik tujuannya. jika ini terbuk-
ti berhasi-l dan baik, alangkah
indahnya. Bantuan pada inti-
nya baik hanyajangan sampai
rakyat kecil menjerit.

Jony di Payangan melihat
bantuan adalah positif, pro-
gram ini sudah berlangsung
lama. jika ada evaluasi me-
mang sebailnya harus diawasi
dengan baik. Semua tim harus
bekerja sama dengan baik.

Manis di Kintamani, tepat-
nya di Desa Batu Dinding men-
gaku masih menerima bantuan
Simantri sampai saat ini. Ia
memberikan masukan tentang
kelayakan penerima Simantri
yang mestinya diberikan serti-
fikasi sejauh mana dan seperti
apa keberhasilannya. Dinas
terkait harus melakukan hal
ini dengan melakukan pen-
gawasan dengan serius, dan
bantuan harus bergulir jangan
kelompok itu-itu saja.

Menurut Sindha di Den-
pasar jika program ini ber-
hasil kenapa ada sapi Bali
yang produksinya menurun.
Seberapa besar sapi Bali bisa
berkembang di daerah sendiri.
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Iaksa Periksa

Limastaf Pemkab
Winasa akan Laporkan TigaAjudan

NEcAnA - Usai pemeriksaan tersangka ka_
sus perialanan dinas di pemkab lembrina era
kepemimpinan Bupati I Gede Winasa, penyidik
Keraksaan Negeri (Keiari) Negara memeiiksa
la€i lima sraf pem_kab fembrana. Mereka yang
'dicoko( ini adalah orang yang disebut Wnasi
seDagat petaku yang ikut mengajukan bukti atau
keterangan palsu kepada penyidik, sehingga
merugikan Wnasa.
Kajari Negara Teguh Subroto, melalui Kasi

Pidana Khusus putu Sauca Arimbawa Tusan.
men_gatakan bahwa pihaknya sudah memerik_
san tirna orang staf pemkab lembrana. Mereka
antara lain berinisial Bl, AM, Gp, DS, dan WW.
Selain- kelima staf Pemkab fembrana tersebut,
ikut diperiksa penyidit adalah peniaga malamql ruman wrnasa, berinisial Sp r

> Baca Jaksa... Hal Os

Staf yang 0iperiksa :

Bl, AM, GP, DS dan WW, juga penjaga matarn
di rumah Wnasa, berinisial SP Mereka vano
dipsriksa ini adatah orang-orang yang diougi
t€dibat dalsm pengidman surat kepulusan
(SK) Tuntutan Pebendaharaan dan Tuntutan
Ganli Rugi OP-TGR) kepadaWnasa, meski
Wnssa mengaku tidak pernah dikirimi SK
TP-TGB

Wnasa memb€ri
dokumen dan
kelerangan palsu DUKA Dl HARITUA : Mantan BupatiJombrana cede Winasa, ssai diiencuk seium_

lah tokoh parpolJembrana pondukung koalisl besar, di RSUD Nejaral Oiterigan
proses huxum kasus perialanan dinas.

r Ajudan yang akan Dipolisikan I

I:i#S",i:lllii8ff"Z

Kasus Era Winasa
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Sebut Gerakan
Terstrulctur

Poiokkan Dirinya
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Sambungan dari hal 21

lagi kemarin. Mereka umum-
nya mengaku membawa surat
tersebut kepada Winasa dalam
beberapa saat berbeda. Ada
yang membawa surat tersebut
kepada Winasa di rumahnya,
Kelurahan Tegalcangkring,
Kecamatan Mendoyo, dan ada
yang membawa surat tersebut
ke Rumah Tahanan Negara
(Rutan) Negara.
"Menurut keterangan staf

yang membawa SK TP-TGR ke
rumahnya, di Tegalcangkring,
dilakukan beberapa kali. Pada
kali kedua, petugas sempat
bertgmu ivinasa," imbuhnya.
Tapi, dia tidak mau menerima

surat tersebut. Termasuk saat
dibawa ke Rutan Negara pada
2I Juni 20lI lalu. Saat itu
menurut keterangan para staf
Pemkab Jembrana tersebut,
Winasa enggan menerima SK
TP-TGR dan menandatangani
suratpenolakan di atas kertas
bermeterai.

Namun, semua keterangan ini
dibantah \dinasa saat dikonfir-
masi kemadn (2614) di RSUD
Negara. Saat dijenguk Forkap
dan kelompok parpol koalisi
besar lembrana. Winasa men-
gatakan surat itu tida-k pemah
diantar kepadanya. Seharusnla
surat itu dikirim kepadanya

"Melihat dari nama-nama
yang diperiksa kemarin, mer
eka adalah orang-orang yang
terlibat dalam pengiriman
surat keputusan (SK) TUn-
tutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TP-TCR)
kepada Winasa/J ujamya. "Wi-
nasa menuding tidak pernah
dikirimi SK TP-TGR, namun
mereka mengaku sudah mem-
berikan itu keDada Winasa,"
tegas Suaca, kemarin (26la).

Hal inl juga ditegaskan para
staf tersebut saat diperiksa

unnrk mengetahui beraPa besar
perhman kerugian negara Yang
harus dbayar \Mnasa,

"Saya disodorkan bu-kti bah-
wa surat TP-TGR dikirim ke
rumah saya di Tegalcangkring.
Sebagai penerima surat adalah
petugas taga malam. APakah .

surat dikirim malam-malam
ke rumah saya," tanya Winasa.

Setelah surat yang dikirim
malam-malam ke rumahnya di
Tegalcangkin& ada fakta lain
ysang mengatakan, ada utusan
yang datang ke Rutan Negara
tanggal 21 luni 201I lalu untuk
meminta tandatangan VVinasa
berkaitan dengan surat TP-

Edisi

Hal
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TGR tersebut.
Tapi, setelah dicek ke buku

tamu Rutan Negara, tidak ada
tamu bemama Desi yang men-
gantar surat itu ke Rutan Nega-
ra untuk bertemu Winasa.

"Kejanggalan dan keterangan
palsu yang diberikan beberapa
saksi sebelumnya inilah yarrg
akan saya laporkan ke polisi.
Biar polisi yang menelusuri
siapa saja pelaku yang bermain
di balik keterangan dan bukti
palsu itu," katanya.

Meski saat ini sedang dalam
proses pemulihan kesehatan
di ruangan VIP Puri Rahayu
No. 05 RSUD Negara (baru
pindah pagi tadi), tidakmem-
buat mantan Bupati fembrana
ini pasrah. Diam-diam dia
menggandeng advokat Eka
Lazuardi untuk melaporkan
tiga ajudannya yang dinilai
memberi keterangan dan data
palsu kepada penyidik Kejari
Negara dalam kasus perjala-
nan dinas Pemkab lembrana
yang menempatkan Winasa
sebagai tersangka.

"Saya sudah mencapai kata
sepakat dengan pengacara
saya. Dalam beberapa hari
ini kami segera melaporkan
tiga ajusan saya ker Polda Bali
terkait pemberian data dan
keterangan palsu ke peny-
idik Kejari Negara. Tindakan
ini harus saya lakukan unruk
meluruskan hal yang tidak
benarj' tegas Winasa, kemarin.

Dia mengatakan, ketiga man-
tan ajudannya saat menjabat
Bupati Jembrana tahun 2009-
2010 itu adalah Oka, Nanda,
dan Dandit. Kaiganya dinilai
Winasa memberi dokumen
dan keterangan palsu. Doku-
men palsu yang dituding Wi-
nasa, diberikan ketiga mantan
ajudannya ini kepada benda-
hara dan PPTK untuk dioroses
menjadi surat pertanggung-
jawaban. Akibatnya, kasus
perjalanan dinas ini menja-
di temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).

"Selain memberi dokumen
palsu kepada pihak terkait,
ketiganya juga dinilai mem-

berikan keterangan palsu saat
diperiksa penyidik Kejaksaan
Negeri (Kejari) Negara," tuturn-
ya. "Terutama dalam masalah
pembelian 63 tiket perjalanan
dinas yang dinilai palsu dan
sekarang menjadi barang bulti
di penyidiki tegas Winasa.

Dia juga mencium gelagat
ada gerakan terstruktur un-
tuk memojokkan dirinya.
Pengakuan tiga orang mantan
4judan Winasa yang membeli
63 tiket tersebut pada Ami
disebut Winasa sebagai ket-
erangan palsu. Sebab tidak
mungkin Ami menjual tiket.
Karena, dia bekeria sebagai
staf biasa di KlinikAnita milik
Winasa di Denpasar.

"Seingat saya, Ami hanya
membelikan tiket buat sava
setelah saya tidak jadi bupiti
lagi. Saat itu, dia membeli
tiket untuk saya dan para saksi
yang akan menghadiri sidang
pemilihan bupati Jembrana di
Mahkamah Konstitusi (MK)i
terang Nurlaba, saat ditemui
koran ini kemarin. (don/plt)


